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BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT


PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR ….. TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN DASAR KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUMEDANG,
Menimbang :   a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kesejahteraan Sosial , khususnya Rencana Induk Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten Sumedang, Pelayanan Rehabilisasi Sosial, Pelayanan Jaminan Sosial dan Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Sosial, Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), Sarana Prasarana   Kesejahteraan Sosial,   pembinaan, pengawasan, dan      pelaporan,               sebagai pedoman pelaksanaan bagi semua pihak;
b. bahwa    berdasarkan  Pasal 12 a  yat (1)  Undang-Undang 
     Nomor 23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah  sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, urusan sosial termasuk dalam urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dasar Kesejahteraan Sosial ;






























Mengingat   :  1.  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan
Anak  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1979
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-Undang    Nomor    13   Tahun    1998    tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2002
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor   4235)   sebagaimana   telah   diubah   beberapa  kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  Menjadi  Undang-Undang  (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2016  Nomor  99,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

	 4.
	Undang-Undang
	Nomor
	24     Tahun     2007
	tentang

	
	Penanggulangan
	Bencana
	(Lembaran    Negara
	Republik


Indonesia  Tahun  2007  Nomor  66,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 723);

5.  Undang-Undang    Nomor    11   Tahun    2009    tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 4967);
6.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

7.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan
Fakir  Miskin  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun
2011  Nomor  83,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 5235);




















8.   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor   5587)   sebagaimana   telah   diubah   beberapa  kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9.  Peraturan   Pemerintah   Nomor   31   Tahun   1980   tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
10. Peraturan   Pemerintah   Nomor   42   Tahun   1981   tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
11. Peraturan   Pemerintah   Nomor   21   Tahun   2008   tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan   Pemerintah   Nomor   39   Tahun   2012   tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
13. Peraturan   Pemerintah   Nomor   12   Tahun   2019   tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2019  Nomor  42,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan  Menteri  Sosial  Nomor  9  Tahun  2018  tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
     2018 Nomor 868);

15. Peraturan  Menteri  Sosial  Nomor  4  Tahun  2020  tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Telantar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 427);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 3).














MEMUTUSKAN:


Menetapkan :  PERATURAN  BUPATI  TENTANG  PENYELENGGARAAN PELAYANAN DASAR KESEJAHTERAAN SOSIAL.



BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.  Daerah adalah Kabupaten Sumedang.

2. Pemerintah   Daerah   adalah   Bupati   sebagai   unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.  Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati
Sumedang.

4.  Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang sosial yang selanjutnya disebut Dinas Sosial adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial Daerah Kabupaten Sumedang.
5.  Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
6. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang  meliputi  rehabilitasi  sosial,  jaminan  sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
7.  Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk  menjadikan warga  negara  yang  mengalami  masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.














8. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
9.  Perlindungan  Sosial  adalah  semua  upaya  yang  diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
10. Jaminan   Sosial   adalah   skema   yang   melembaga   untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
11. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
12. Standar  Rehabilitasi  Sosial  Penyandang  Disabilitas  adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai acuan dalam melakukan suatu program kegiatan pelayanan minimal yang harus dilaksanakan dalam Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.
13. Penjangkauan     Sosial     adalah     serangkaian     kegiatan penjemputan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang berada di taman, pasar, jalan, dan tempat-tempat umum agar memperoleh pelayanan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
14. Bantuan Sosial adalah bantuan yang bersifat tidak tetap atau sementara dan diberikan dalam jangka waktu tertentu kepada warga binaan sosial yang tidak mampu agar dapat meningkatkan taraf Kesejahteraan Sosialnya dan mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat baik rohani, jasmani, maupun sosial.
15. Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah serangkaian kegiatan pelayanan yang bersifat pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif),  pemulihan  (rehabilitatif),  dan  pengembangan (promotif) kepada pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.














16. Pemerlu  Pelayanan  Kesejahteraan  Sosial  yang  selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau   masyarakat   yang   karena   suatu   hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
17. PPKS terdiri dari anak balita telantar, anak telantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan kedisabilitasan (ADK), anak yang memerlukan perlindugan khusus, lanjut usia telantar, Penyandang Disabilitas, tunasusila, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP), orang dengan HIV/AIDS (ODHA), korban trafficking, korban tindak kekerasan, Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS), korban bencana alam, korban bencana sosial, perempuan rawan sosial ekonomi, fakir miskin, keluarga bermasalah sosial psikologis, keluarga berumah tidak layak huni, dan komunitas adat terpencil.

18. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
19. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi  dan  profesi  pekerjaan  sosial,  dan  kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
20. Penyuluh Sosial adalah seseorang yang mempunyai jabatan, ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan Bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
21. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang Kesejahteraan Sosial.











22. Relawan   Sosial   adalah   seseorang   dan/atau   kelompok masyarakat meliputi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna, Tenaga Pelopor Perdamaian, Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS), Kader Rehabilitasi Berbasis Masyarakat, Kader Rehabilitasi Berbasis Keluarga, Penyuluh Sosial Masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
23. Pekerja  Sosial  Masyarakat  yang  selanjutnya  disebut  PSM adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela, mengabdi di bidang Kesejahteraan Sosial.
24. Organisasi  Sosial  adalah  suatu  perkumpulan  sosial  yang dibentuk masyarakat yang berbadan hukum maupun tidak yang berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha Kesejahteraan Sosial.
25. Karang  Taruna  adalah  Organisasi  Sosial  yang  berfungsi sebagai wadah pembinaan dan pengembangan tenaga dan pemuda di desa atau kelurahan yang kegiatannya terutama di bidang usaha Kesejahteraan Sosial.
26. Wahana  Kesejahteraan  Sosial  Berbasis  Masyarakat  adalah sistem kerjasama Pelayanan Kesejahteraan Sosial diakar rumput  yang  terdiri  dari  atas usaha  kelompok,  lembaga
maupun jaringan pendukungnya berupa jejaring kerja kelembagaan sosial komunitas lokal baik yang tumbuh melalui proses alamiah dan tradisional maupun lembaga yang sengaja di bentuk dan dikembangkan oleh pemerintah pada tingkat lokal, sehingga dapat mensinergikan pelaksanaan tugas dibidang usaha Kesejahteraan Sosial
27. Dunia Usaha yang Melakukan UKS adalah perusahaan yang mau menyumbangkan sebagian dananya untuk usaha Kesejahteraan Sosial.
28. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah Organisasi Sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.










29. Pelayanan Dasar Kesejahteraan Sosial adalah Serangkaian   Kegiatan Pelayanan Dasar yang diberikan terhadap individu, keluarga maupun masyarakat yang membutuhkan atau mengalami permasalahan sosial baik yang bersifat pencegahan, pengembangan, maupun rehabilitasi guna mengatasi permasalahan yang dihadapi dan atau memenuhi kebutuhan secara memadai sehingga mampu menjalankan fungsi sosial secara memadai.
 30. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah
       profesi  bagi pegawai  negeri sipil    dan      pegawai pemerintah
     dengan       perjanjian kerja      yang   bekerja    pada instansi
     pemerintah.
	31.
	Jaminan Sosial adalah salah satu       bentuk     perlindungan sosial untuk   menjamin   seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan  dasar      hidupnya yang layak yang terdiri atas  jaminan kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja,      Jaminan  Kematian, Jaminan Pensiun.

	32.
	Badan Penyelenggara Jaminan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan  Program Jaminan      Sosial.

	33.
	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang          selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan        hukum yang di bentuk untuk menyelenggarakan Program
Jaminan Kesehatan.

	34.
	Badan Penyelenggara Jaminan  osial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang di bentuk     untuk menyelenggarakan   program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian. 

	35.
	Pelayanan Publik Tertentu adalah kegiatan atau rangkaian Kegiatan dalam rangka pemenuhan  kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orangatau perusahaan yang disediakan oleh            pemerintah daerah,  meliputi izin, tanda daftar atau yang sejenisnya.

	36.
	Pemberi Kerja adalah   orang     perseorangan, pengusaha
badan hukum, atau  badan  lainnya yang  memperkerjakan.
Ketenaga  kerja      atau     penyelenggaran    Negara   yang
memperkerjakan ASN   dengan      membayar    gaji,  upah,
atau imbalan  dalam   bentuk    lainnya.

	37.
	Pekerja   adalah    setiap   orang   yang   bekerja    pada Pemberi Kerja    dengan      menerima    gaji    atau    upah   termasukorang   Tenaga   Kerja  Asing  yang bekerja      paling     singkat 6    (enam)     bulan      di Wilayah   Indonesia.

	38.
	Masyarakat Miskin adalah Fakir    Miskin dan ada orang
yang tidak mampu   memenuhi kriteria sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku.

	39.
	Masyarakat  Beresiko  Sosial  adalah masyarakat                 Kabupaten Sumedang yang tidak termasuk orang                 mampu tapi berpotensi mengalami resiko sosial.    

	40.
	Perizinan  terkait     usaha   adalah      pelayanan  tertentu     yang diterbitkan     oleh    unit  pelayanan  publik     pada     instansi pemerintah daerah. 









	41.
	Asistensi Rehabilitasi Sosial    yang selanjutnya disebut ATENSI adalah layanan Rehabilitasi   Sosial yang menggunakan  pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan  kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan  anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental      spiritual,  pelatihan  vokasional, pembinaan kewirausahaan bantuan sosial dan asistensi sosial, serta dukungan      aksesibilitas.

	42.
	Keberfungsian Sosial adalah suatu kondisi yang memungkinkan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dan hak dasarnya,        melaksanakan tugas dan peranan sosialnya, serta mengatasi masalah dalam kehidupannya.

	43.
	Program Rehabilitasi Sosial adalah program yang bersifat holistik, sistematik, dan terstandar untuk mencapai Keberfungsian Sosial individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat.

	44.
	Pekerja  Sosial  adalah seseorang  yang  memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah             mendapatkan sertifikat kompetensi.

	45.
	Pendamping Rehabilitasi Sosial adalah sumber daya manusia
kesejahteraan  sosial  yang  meliputi  pekerja sosial, tenaga                 kesejahteraan sosial, relawan sosial, dan penyuluh sosial yang
bekerja di bidang ATENSI 

	46.
	Sentra Layanan Sosial yang selanjutnya disebut Serasi adalah layanan  sosial yang terintegrasi bagi PPKS untuk dapat memenuhi kebutuhan dan memperoleh solusi terhadap masalah yang dihadapi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan     melalui rujukan atau penyelesaian secara langsung.
















	47.
	Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkatLKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial  yang melaksanakan penyelenggaraan   kesejahteraan  sosial  yang  dibentuk  oleh      masyarakat, baik   yang   berbadan      hukum   maupun   yang   tidak berbadan hukum.


                         
Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan Sosial dengan sasaran PPKS dan PSKS.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bertujuan:

a. meningkatkan    taraf    kesejahteraan,    kualitas,    dan kelangsungan hidup masyarakat;
b. memulihkan  fungsi  sosial  dalam  rangka  mencapai kemandirian;
c. meningkatkan   ketahanan  sosial  masyarakat  dalam mencegah dan menangani masalah Kesejahteraan Sosial;
d.  meningkatkan   kemampuan,   kepedulian,   dan   tanggung jawab sosial dunia usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
e.  meningkatkan kemampuan, keterampilan, kemandirian, dan kepedulian masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara melembaga serta berkelanjutan; dan 
  f.   meningkatkan     kualitas     manajemen     Penyelenggaraan
Kesejahteraan  sosial.





















Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

a.  sasaran Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ;
b.  SPM pelayanan dasar bidang sosial;
c.   pelayanan sosial lainnya;
d.  koordinasi dan kerja sama;

e.   peran serta masyarakat; dan

f.   pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.

a. Pelayanan Jaminan Sosial dan Perlindungan Sosial;
b. Pelayanan Rehabilitasi Sosial;
c. Pelayanan Pemberdayaan Sosial;
d. Sarana Prasarana Kesejahteraan Sosial;
e. Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan.
.

                                               BAB II 
PENYELENGGARAAN PELAYANAN DASAR
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                                  
                                   Bagian Kesatu 
Pasal 5

Penyelenggaraan Perlindungan Sosial diprioritaskan untuk memenuhi pelayanan dasar bidang sosial pada saat bencana dan tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah, dengan kriteria :  
a.  jumlah  pengungsi dan penyintas sebanyak  1 (satu) sampai  dengan  50  (lima puluh) orang;
b. dampak bencana meliputi lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota; dan/atau
c.  adanya surat penetapan bencana dari Bupati.

Pasal 6

(1) Perlindungan  Sosial  bagi  korban  bencana skala Daerah dilakukan melalui:
a.  penyediaan kebutuhan dasar; dan

b.  perlindungan  dan  Jaminan  Sosial  terhadap  kelompok
                              rentan.



(2) Kebutuhan  dasar  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
huruf a meliputi:
a.  kebutuhan air bersih, sanitasi;
b.  pangan;
c.  sandang;
d.  pelayanan kesehatan;
e.  pelayanan psikososial; dan
f.   penampungan dan tempat hunian.

(3) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat dan setelah tanggap darurat.

(4) Pelaksanaan  pemenuhan  kebutuhan  dasar  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh satuan kerja perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang penanganan   bencana  berkoordinasi  dengan  Dinas  dan satuan kerja perangkat Daerah terkait.

(5) Kelompok  rentan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
huruf b terdiri atas;
a.  bayi, balita, dan anak-anak;
b.  ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
c.  penyandang cacat;
d.  orang sakit; dan orang lanjut usia.

Pasal 7
(1) Korban  bencana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6 ayat (1) meliputi:
a.  bencana alam; dan b.  bencana sosial.
(2) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a.  gempa bumi;

b.  tsunami;

c.  banjir;

d.  tanah longsor;

e.  letusan gunung api;

f.   gelombang laut ekstrem;

g.  angin topan, termasuk siklon tropis/puting beliung; dan 
h.  kekeringan.
(3). Bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a.  konflik sosial;

b.  aksi teror;

c.  kebakaran pemukiman dan gedung;

d.  wabah/epidemi;

e.  gagal teknologi; dan

f.   kebakaran hutan dan lahan.














Bagian Kedua
Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

Pasal 8

(1) Standar  dan  jumlah  kualitas  barang  dan/atau  jasa yang harus diterima oleh Penyandang Disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis di luar panti sosial berupa pelayanan:
a.  data dan pengaduan;

b. kedaruratan;
c. pemenuhan kebutuhan dasar;
d. bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial;
e. penelusuran keluarga; 
f. reunifikasi; dan
g. rujukan.

(2) Jumlah  dan  kualitas  barang  dan/atau  jasa  yang  harus diterima oleh Penyandang Disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional, Penyuluh Sosial profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Relawan Sosial.


Pasal 9

(1) Layanan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan layanan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis untuk diusulkan masuk dalam data terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu.
(2) Layanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada kepala Dinas dan/atau pusat Kesejahteraan Sosial mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
(3) Layanan data dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dinas dan/atau pusat Kesejahteraan Sosial 
















                                         Pasal 10

         Layanan kedaruratan  sebagaimana   dimaksudkan dalam  
      Pasal 8 ayat (1) huruf b  merupakan tindakan penanganan   
   segera    yang    dilakukan     oleh   Dinas    dan/atau   pusat 
      Kesejahteraa Sosial kepada Penyandang Disabilitas terlantar        
      anak terlantar, lanjut usia terlantar serta  gelandangan dan  
      pengemis yang membutuhkan pertolongan karena terancam 
      kehidupannya dan tidak terpenuhi  kebutuhan dasarnya.

Pasal 11

(1) Layanan    pemenuhan    kebutuhan    dasar    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c meliputi:
a.  permakanan diberikan paling lama 14 (empat belas) hari;

b.  sandang;

c.  alat bantu;

d.  perbekalan kesehatan;

e. bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis;
f. bimbingan  sosial  kepada  keluarga  Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, serta masyarakat;
g.  fasilitas pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas Anak;
h.  akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;

i.   penelusuran keluarga;

j.   reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial; dan k.  rujukan.
(2) Jumlah  dan  kualitas  barang  dan/atau  jasa  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima   pelayanan   berdasarkan   hasil   penilaian   dari Pekerja Sosial Profesional, Penyuluh Sosial profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial.


















Pasal 12

(1) Standar  jumlah  dan  kualitas  barang  dan/atau  jasa yang harus diterima oleh korban bencana Daerah pada saat tanggap darurat bencana merupakan kebutuhan dasar berupa:
a.  permakanan;

b.  sandang;

c.  tempat penampungan pengungsi;

d.  penanganan kasus bagi kelompok rentan;

e.  layanan dukungan psikososial.

(2) Jumlah  dan  kualitas  barang  dan/atau  jasa  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima layanan berdasarkan hasil penilaian dari Pekerja Sosial Profesional, Penyuluh Sosial profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial.


Pasal 13

Ketentuan mengenai standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh korban bencana Daerah berlaku mutatis mutandis terhadap ketentuan standar dan jumlah kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh korban bencana Daerah.


                      Bagian Ketiga
                                                       Pasal 14


(1) Jaminan Sosial dimaksudkan untuk:

a.  menjamin   fakir   miskin,   anak   yatim   piatu terlantar,   lanjut   usia   terlantar,   penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
b. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.

(2)   Jaminan   Sosial   sebagaimana   dimaksud   pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.

(3)    Jaminan   Sosial   sebagaimana   dimaksud   pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan.


Pasal 15
(1) Jaminan  Sosial  dalam  bentuk  asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) diberikan dalam bentuk bantuan iuran oleh Pemerintah.











(2)  Asuransi   kesejahteraan   sosial   sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan mengenai sistem jaminan sosial nasional.


     Pasal 16

(1)   Jaminan Sosial dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan    sebagaimana    dimaksud    dalam Pasal 15 ayat (2) diberikan kepada seseorang yang kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain.

(2) Pemberian bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam  bentuk  pemberian  uang  tunai  atau pelayanan dalam panti sosial.

(3)    Pemberian bantuan langsung berkelanjutan berupa uang  tunai  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah.



Pasal 17

Pemberian bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan data yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.


Pasal 18
(1)  Jaminan  Sosial  dalam  bentuk  tunjangan berkelanjutan    sebagaimana    dimaksud    dalam Pasal 14 ayat (3) diberikan sebagai penghargaan kepada  pejuang,  perintis  kemerdekaan,  dan keluarga pahlawan nasional.

(2) Tunjangan berkelanjutan bagi pejuang dan perintis kemerdekaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk tunjangan kesehatan, tunjangan hidup, dan/atau tunjangan perumahan.

(3) Tunjangan berkelanjutan bagi keluarga pahlawan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk tunjangan kesehatan, tunjangan hidup, tunjangan perumahan, dan/atau tunjangan pendidikan.

(4)  Pemberian tunjangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah.

                                                   













                                                Bagian Keempat
              PROGRAM  JAMINAN SOSIAL 
                     Pasal 19 


Sasaran  Program   Jaminan   Sosial   adalah   :
a.   Pemberi   kerja  dan  pekerja
b.   Setiap     orang     selain     pemberi    kerja     dan pekerja.

                                                       Pasal 20

(1)  Penyelenggaraan  Jaminan   Sosial   meliputi:
          a.  Jaminan  Kesehatan    Nasional   (JKN)
         b.  Jaminan   Kecelakaan  Kerja  (JKK)
          c. Jaminan Hari  Tua (JHT) d.  Jaminan Kernatian (JKM)          
              e. Jaminan   Pensiun (JP)
(2) Jaminan Sosial   sebagaimana  dimaksud   pada ayat  (1)  huruf   a, diselenggarakan   oleh  BPJS kesehatan.
(3)  Jaminan   Sosial    sebagaimana  dimaksud   pada ayat  (1) 
   huruf b, huruf   c,  huruf    d ,  dan  huruf  e, diselenggarakan     
    oleh  BPJS Ketenagakerjaan.
(4)  Khususnya Jaminan Sosial Sebagaimana dimaksud pada   
      Ayat (1)   huruf b,   huruf c, huruf d, dan  huruf  e,  untuk    PNS    
              diselenggarakan oleh PT.  Taspen  (persero).

Bagian Kelima
      KEPESERTAAN 
           Pasal  21


( 1)  Setiap   pemberi    kerja   dan    pekerja   serta    setiap  orang,  
       Selain  pemberi   kerja dan pekerja  wajib     mendaftar  dalam 
     kepesertaan    Jaminan   Sosial     sebagaimana    dimaksud 
    dalam   pasal   4,  sesuai  dengan program jaminan sosial  yang
     diikutinya.
(2)  Pemberi Kerja  selain penyelenggara negara wajib, memberikan            
           data dirinya dan pekerjaannya berikut anggota keluarganya  
          kepada   penyelenggara     jaminan   sosial    secara lengkap   
          dan benar.
(3) Tata     cara pendaftaran dimaksud pada    ayat    ketentuan 
Peraturan   yang   berlaku      peserta   sebagaimana  sesuai 
dengan perundang-undangan

Pasal  22

       Setiap   pekerja/buruh  berhak   memperoleh perlakuan yang sama tanpa  diskriminasi dari pengusaha.





















Pasal  23

	(1)
	Setiap      kontraktor      induk       maupun kontraktor yang
Sub 

	
	Melaksanakan proyek kontruksi dan atau pekerjaan borongan


konstruksi    dan     atau     pekerjaan    borongan lainnya    wajib     mempertanggungjawabkan semua tenaga kerja yang bekerja pada proyek tersebut dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan  Kecelakaan  Kerja (JKK}, dan Jaminan  Kematian (JK).
(2)  Proyek   sebagaiman  dimaksud  pada   ayat   (1), yaitu  proyek yang  dibiayai :
a.   Anggaran Pendapatan  dan  Belanja Negara (APBN);
b.   Anggaran Pendapatan  dan   Belanja  Derah (APBD);
c.  Sumber  dana  lntemasional;
d.   Sumber dana  swasta.
(3)    Tata cara pendaftaran  kepesertaan sebagaimana  dimaksud   pada   ayat  ( 1)    sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang - undangan yang  berlaku.

Bagian Keenam
PELAYANAN   PUBLIK   TERTENTU.
Pasal  24


( 1)    Setiap   pemberi kerja  dan   pekerja   serta   setiap orang   selain   pemberi kerja   dan   pekerja   yang akan   memperoleh  pelayanan  publik   tertentu dan pemerintah daerah  wajib melampirkan sertifikat / kartu  peserta  dan  bukti  lunas pembayaran     iuran       terakhir     kepesertaan jaminan   sosial   yang   dilegalisir  oleh   pejabat BPJS kesehatan  atau  BPJS Ketenagakerjaan.
(2) Sertifikat/kartu    peserta    dan   bukti  lunas     embayaran  iuran   terakhir  sebagaimana dimaksud  ayat  (1),  sebagai  syarat tambahan dan pemberian pelayanan  publik tertentu  oleh pemerintah daerah
(3) Pelayanan publik  tertentu sebagaimana dimaksud pada    
       ayat (2) antara   lain  :
a.  Perizinan terkait  usaha;
b.  lzin   yang  diperlukan dalam  mengikuti tender  proyek;
c.   Izin perpanjangan memperkerjakan tenaga kerja; 
     asing. ;
              d.   lzin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/   
                 buruh;
e.    Izin  mendirikan   bangunan; 
f.   Izin  -  izin  lain,  tanda   daftar   dan   sejenisnya yang    diterbitkan    oleh   Pemerintah    Daerah sesuai    kewenangan.































Bagian Ketujuh

SANKSI  ADMINISTRATIF 
          Pasa 25 

(1)   Setiap   pemberi kerja  dan  pekerja   serta   setiap orang selain pernberi kerja dan pekerja yang melanggar ketentuan  sebagaimana dimaksud dalam  pasal  21 ayat ( 1)  dan  ayat (2) serta  pasal 23 ayat  ( 1),  dikenai  sanksi  administratif.
(2)   Sanksi    administratif   sebagaimana   dimaksud pada  ayat  ( 1)  berupa :
  a.   Teguran tertulis;
  b.   Denda;
  c.   Tidak  mendapat pelayanan publik  tertentu;.
(3)   Sanksi administratif berupa    teguran    tertulis dan  denda   sebagaimana  dimaksud  pada   ayat (2)  huruf   a,  dan huruf    b,  dikenakan   sesuai ketentuan  peraturan  perundang – undangan;
(4)   Sanksi    administratif  berupa    tidak   mendapat
pelayanan    tertentu     sebagaiman    dimaksud pada     ayat     (2)    huruf      c    dilakukan     oleh Pemerintah Daerah  atas  dasar  permintaan  dari penyelenggara       jaminan         sosial         a tau berdasarkan rekomendasi dari  pengawas ketenagakerjaan.


Bagian Ke delapan
KERJASAMA 
Pasal  26


   (1) Penyelenggara jaminan sosial dalam menyelenggarakan   jaminan     sosial     bekerja sama  dengan   Pemerintah Daerah.
(2)     Kerjasama  sebagaimana  dimaksud  pada   ayat (1)  yang   bertujuan   antara    lain   untuk meningkatkan  kepesertaan jaminan  sosial.
(3)  Tindak lanjut kerjasama sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1) dituangkan dalam perjanjian.
(4)  Penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud pada    ayat (3)  dilakukan  antara   Kepala   BPJS ketenagakerjaan    dengan Kepala Perangkat Daerah  terkait.


BAB III 
PENYELENGGARAAN PELAYANAN DASAR
               REHABILITASI SOSIAL 

Bagian kesatu
Pasal 27

(1) Rehabilitasi Sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami      disfungsi      sosial      agar      dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.














(2) Pemulihan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengembalikan keberfungsian secara fisik, mental dan sosial serta memberikan dan meningkatkan keterampilan.


Pasal 28


(1)Rehabilitasi Sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.

(2)Rehabilitasi  Sosial  yang  dilaksanakan  secara persuasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ajakan, anjuran, dan bujukan dengan maksud untuk meyakinkan seseorang agar bersedia direhabilitasi sosial.

(3) Rehabilitasi  Sosial  yang  dilaksanakan  secara motivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dorongan, pemberian semangat, pujian, dan/atau penghargaan agar seseorang tergerak secara sadar untuk direhabilitasi sosial.

(4)Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara koersif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tindakan pemaksaan terhadap seseorang dalam proses Rehabilitasi Sosial.



Pasal 29
(1)Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami kondisi kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, serta yang memerlukan perlindungan khusus yang meliputi:
a.  penyandang cacat fisik;

b.  penyandang cacat mental;

c.  penyandang cacat fisik dan mental;

d.  tuna susila;

e.  gelandangan;

f.   pengemis;
g.  eks penderita penyakit kronis;

h.  eks narapidana;

i.   eks pencandu narkotika;

j.   eks psikotik;

k.  pengguna psikotropika  sindroma ketergantungan;














l.   orang  dengan  Human  Immunodeficiency  Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome;
m. korban tindak kekerasan;

n.  korban bencana;

o.  korban perdagangan orang;

p.  anak terlantar; dan

q.  anak dengan kebutuhan khusus.

(2)Rehabilitasi Sosial yang ditujukan kepada seseorang selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.


Pasal 30
(1)    Rehabilitasi  Sosial  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal 6 diberikan dalam bentuk:

a.  motivasi dan diagnosis psikososial;

b. perawatan dan pengasuhan;

c.  pelatihan       vokasional       dan       pembinaan kewirausahaan;
d. bimbingan mental spiritual;

e.  bimbingan fisik;

f.  bimbingan sosial dan konseling psikososial;

g.  pelayanan aksesibilitas;

h. bantuan dan asistensi sosial;

i.   bimbingan resosialisasi;

j.   bimbingan lanjut; dan/atau k. rujukan.
(2)    Bentuk Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
a. pendekatan awal;

b. pengungkapan dan pemahaman masalah; 
c.  penyusunan rencana pemecahan masalah; 
d. pemecahan masalah;
e.  resosialisasi;

f.  terminasi; dan

h. bimbingan lanjut.





















Pasal 31


Rehabilitasi Sosial dilaksanakan oleh Pekerja Sosial Profesional yang bersertifikat dan mendapat izin praktik dari Menteri.


      Pasal 32
Rehabilitasi Sosial dalam keluarga, masyarakat, dan panti sosial dilakukan berdasarkan standar Rehabilitasi Sosial dengan pendekatan profesi pekerjaan sosial.


   Pasal 33

(1)   Rehabilitasi Sosial dilakukan terhadap PMKS di Daerah.
(2)   Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan Human Immunodeficiency Virus/Acquired  Immuno  Deficiency  Syndrome  yang  memerlukan rehabilitasi pada panti.


         Pasal 34
(1)   Rehabilitasi Sosial dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif.
(2)   Rehabilitasi   Sosial   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   dapat dilaksanakan melalui:
a. keluarga;
b. masyarakat; dan/atau c.  panti sosial.
(3)  Rehabilitasi melalui panti sosial sebagaimana dimaksud pada 
     ayat (2) huruf c dapat dilakukan di dalam panti atau di luar panti.
(4)   Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
a.  motivasi dan diagnosis psikososial;
b.  perawatan dan pengasuhan;
c.  pelatihan vokasional dan pembinaan;
d.  kewirausahaan;
e.  bimbingan mental spiritual;
f.   bimbingan fisik;
g.  bimbingan sosial dan konseling psikososial;
h.  pelayanan aksesibilitas;
i.   bantuan dan asistensi sosial;
j.   bimbingan resosialisasi;
k.  bimbingan lanjut; dan/atau 
l.   rujukan.































Bagian kedua

Program  Rehabilitasi Sosial



Pasal 35

(1)    Program Rehabilitasi Sosial meliputi layanan:

a.    tidak langsung; dan 
b.    langsung.
(2)    Layanan  tidak  langsung  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:
a. peningkatan kampanye sosial melalui kampanye pencegahan, publikasi, sosialisasi, edukasi, dan perluasan  informasi  Rehabilitas  Sosial  di   seluruh sektor masyarakat;
b.   bimbingan  teknis  kompetensi  bagi  pengelola  dan

                   Pendamping Rehabilitasi Sosial;

c.   refleksi kebijakan;

d.   supervisi, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan;

e.   perumusan     pedoman     umum     dan     pedoman operasional;
f.      rapat koordinasi teknis; dan 
g.     advokasi sosial.
(3)    Layanan  langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

                  huruf b dilaksanakan melalui ATENSI.


Pasal 36

(1)    Sasaran  Program Rehabilitasi terdiri atas 5 (lima) kluster.
(2)    Kluster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.    anak;

b.    penyandang disabilitas;

c.    tuna sosial dan korban perdagangan orang;

d.    korban   penyalahgunaan   narkotika,   psikotropika,  
       dan zat adiktif lainnya; dan
e.    lanjut usia.

(3)   Selain  kluster  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2), sasaran    Program   Rehabilitasi   Sosial   diberikan   juga kepada:
a.   korban   bencana   alam,   sosial,   dan   nama   lain 
      bencana yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
b.   PPKS  lainnya.





















Bagian Ketiga
Rehabilitasi Korban Bencana

Pasal 37

(1) Pemerintah Daerah wajib melakukan rehabilitasi korban 
      bencana skala Provinsi.
(2)   Rehabilitasi    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)    dilakukan melalui kegiatan:
a.    perbaikan lingkungan daerah bencana;
b.    perbaikan prasarana dan sarana umum;
c.    pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
d.    pemulihan sosial psikologis;
e.    pelayanan kesehatan;
f.     rekonsiliasi dan resolusi konflik;
g.    pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
h.   pemulihan keamanan dan ketertiban;
i.     pemulihan fungsi pemerintahan; dan 
j.     pemulihan fungsi pelayanan publik.


   Bagian Keempat 
PELAKSANAAN ATENSI
  

Pasal 38

(1)    Layanan ATENSI  diberikan berdasarkan prinsip:

a.    multifungsi layanan;

b.    holistik;

c.     sistematik;

d.    terstandar;

e.    berbasis hak;

f.      multiprofesi;

g.     multilevel intervensi; 
h.    multiaktor kolaborasi; 
i.      dinamis;
j.      integratif;

k.    komplementer; dan 
l.      berjejaring.
(2)   Prinsip multifungsi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf  a untuk memastikan pelaksanaan ATENSI merespon  ragam  masalah   sosial  yang  membutuhkan penanganan segera atau mendesak untuk dilayani.












(3)    Prinsip  holistik  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) huruf  b  untuk  memastikan pelaksanaan ATENSI  harus memandang individu PPKS  sebagai bagian dari kesatuan sistem biologis, psikologis, sosiologis, dan spiritual.
(4)    Prinsip sistematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf    c  untuk  memastikan tahapan  program ATENSI yang terencana melalui manajemen kasus sehingga dapat dievaluasi outcome dan impactnya.
(5)    Prinsip terstandar  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c d untuk memastikan pelaksanaan ATENSI  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)    Prinsip berbasis hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   huruf     e   untuk  memastikan pelaksanaan  ATENSI memperhatikan norma dan prinsip hak asasi manusia.
(7)    Prinsip multiprofesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf  f  untuk  memastikan pelaksanaan ATENSI melibatkan profesi lain guna meningkatkan efektivitas program bagi penerima manfaat.
(8)    Prinsip multilevel intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf   g untuk memastikan pelaksanaan ATENSI diberikan kepada individu, keluarga, komunitas, dan masyarakat.
(9)    Prinsip  multiaktor   kolaborasi  sebagaimana   dimaksud pada ayat (1)  huruf    h untuk memastikan pelaksanaan ATENSI  tidak hanya dilaksanakan  Pekerja Sosial namun melibatkan sumber  daya manusia  kesejahteraan  sosial lainnya.
(10)  Prinsip  dinamis  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) huruf    i  untuk  memastikan perencanaan, pelaksanaan dan   evaluasi   ATENSI    harus   memperhatikan  segala sesuatu   atau  kondisi  yang  berubah,  bergerak  secara aktif, dan berkembang di masyarakat.
(11)  Prinsip  integratif  sebagaimana dimaksud  pada  ayat (1) huruf    j  untuk  memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi ATENSI  harus mempertimbangkan seluruh aspek PPKS   secara satu kesatuan dan bukan terpisah- pisah.
(12)  Prinsip komplementer sebagaimana dimaksud pada ayat (1)     huruf          k     untuk    memastikan   perencanaan, pelaksanaan,  dan  evaluasi ATENSI   harus  menyatu dan bersinergi  untuk  saling  melengkapi dalam  pemenuhan kebutuhan PPKS.










(13)  Prinsip berjejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf    l  untuk  memastikan pelaksanaan ATENSI  harus mampu memanfaatkan dan bekerja sama dengan potensi sumber  daya  yang tersedia  di   pemerintah daerah  dan masyarakat.


Pasal 39

Pelaksanaan   ATENSI    bertujuan   untuk   mencapai Keberfungsian   Sosial  individu,  keluarga,   dan   komunitas dalam:
a.    memenuhi kebutuhan dan hak dasar;

b.    melaksanakan tugas dan peranan sosial; dan c.    mengatasi masalah dalam kehidupan.



Pasal 40

(1)    Pelaksanaan ATENSI  sebagaimana dimaksud dalam Pasal

39    dilakukan   oleh  balai   besar/balai/loka    Rehabilitasi

Sosial.

(2)  Selain  balai  besar/balai/loka   Rehabilitasi  Sosial sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  unit  pelaksana teknis  daerah  dan  LKS   dapat  melaksanakan  ATENSI secara mandiri.
(3)   Balai besar/balai/loka Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)   dapat  bekerja  sama  dengan instansi terkait, perguruan tinggi, unit  pelaksana teknis daerah, badan usaha, dan/atau LKS.
(4)    Pelaksanaan ATENSI  oleh unit  pelaksana teknis daerah dan LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan supervisi dari Kementerian Sosial.


































Pasal 41

           Balai besar/balai/loka Rehabilitasi Sosial melaksanakan layanan   Rehabilitasi  Sosial  terintegrasi  dengan perlindungan   sosial,   jaminan   sosial,   pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin.


Pasal 42

ATENSI  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39  dilaksanakan dengan berbasis:
a.    keluarga;

b.    komunitas; dan/atau 
c.    residensial.


Pasal 43

Sasaran  ATENSI    sebagaimana  dimaksud   dalam  Pasal  39 meliputi:
a.    individu;

b.    keluarga;

c.     kelompok; dan/atau d.    komunitas.


Pasal 44

Sasaran  ATENSI    sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  43 memiliki kriteria:
a.    kemiskinan; b.    ketelantaran; c.     disabilitas;
d.    keterpencilan;

e.    ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;

f.      korban bencana; dan/atau

i. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.



























Pasal 45

(1)  ATENSI   sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  39 dilaksanakan dalam bentuk:
a.    dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak;

b.    perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak;

c.    dukungan keluarga;

d.    terapi  fisik,   terapi  psikososial, dan  terapi  mental spiritual;
e.     pelatihan       vokasional      dan/atau        pembinaan kewirausahaan;
f.      bantuan sosial dan asistensi sosial; dan 
g.    dukungan aksesibilitas.
(2)   Pemberian layanan ATENSI  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan metode manajemen kasus.
(3)  Manajemen kasus  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan suatu  langkah sistematis untuk  mengatur dan   melakukan   layanan   dalam   rangka   mengatasi masalah perlindungan dan/atau kesejahteraan yang kompleks terkait PPKS  secara tepat, sistematis, dan tepat waktu melalui dukungan  langsung dan  rujukan  sesuai dengan tujuan pelayanan.
(4)    Proses manajemen kasus  sebagaimana dimaksud  pada ayat (3) dilakukan supervisi pekerjaan sosial oleh Pekerja Sosial.
(5)   Dalam hal terjadi situasi darurat,  layanan ATENSI  dapat diberikan melalui respon kasus.



Pasal 46

(1)  Dukungan  pemenuhan   kebutuhan   hidup   layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45  ayat (1)  huruf a merupakan upaya untuk  membantu memenuhi standar kebutuhan PPKS  untuk  dapat hidup layak secara fisik, mental, dan psikososial.















(2)  Dukungan  pemenuhan   kebutuhan   hidup   layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dilakukan dengan cara memberikan bantuan  sosial, bantuan  sarana,  dan prasarana   dasar,   serta   bantuan   kebutuhan   dasar lainnya.
(3)    Pemenuhan  kebutuhan  dasar  sebagaimana  dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a.    sandang dan pangan;

b.    tempat tinggal sementara; dan

c.    akses kesehatan, pendidikan, dan identitas.



Pasal 47

(1)    Perawatan      sosial      dan/atau       pengasuhan     anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45  ayat (1)  huruf b merupakan  layanan  pemenuhan  kasih  sayang, keselamatan, kelekatan, dan kesejahteraan.
(2)  Layanan perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dilakukan dengan cara  merawat, mengasuh  dan  memberikan perhatian yang berkelanjutan,  serta  memberikan bantuan  sarana dan  prasarana  perawatan sosial dan/atau  pengasuhan anak.

Pasal 48

(1)    Dukungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal

45 ayat (1) huruf c merupakan upaya pemberian bantuan terhadap anggota keluarga berupa dukungan  emosional, pengetahuan,  dan  keterampilan pengasuhan  anak dan/atau  perawatan sosial, keterampilan berelasi dalam keluarga,  serta  dukungan  untuk  memahami  masalah yang dihadapi.

















(2)    Dukungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan pendampingan kepada keluarga dan/atau  penguatan kapabilitas dan tanggung jawab sosial keluarga serta memberikan bantuan perlengkapan bagi keluarga atau anggota keluarga.
(3)    Dukungan kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a.    keluarga sendiri; dan/atau 
b.    keluarga pengganti.
(4)  Dukungan  terhadap  keluarga  sendiri  sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
a.    mediasi keluarga;

b.    preservasi keluarga;

c.     reunifikasi;

d.    lingkar dukungan antarkeluarga;

e.     dukungan kelompok sebaya; dan/atau f.      temu penguatan anak dan keluarga.
(5)  Dukungan terhadap keluarga pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
a.    reintegrasi;

b.    fasilitasi pengasuhan oleh keluarga pengganti;

c.     lembaga    rujukan      berbasis    temporary    shelter;

dan/atau

d.    advokasi sosial.



Pasal 49

(1) Terapi fisik  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45  ayat (1) huruf d  dimaksudkan untuk mengoptimalkan, memelihara, dan  mencegah kerusakan  atau  gangguan fungsi fisik.



















(2)    Terapi   fisik    sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1) dilakukan dengan cara latihan terapeutik, pijat, urut dan terapi elektronik, dukungan alat bantu,  serta pelatihan dan terapi olahraga.
(3)    Terapi    psikososial    sebagaimana     dimaksud     dalam Pasal 45 ayat (1)  huruf  d  merupakan kumpulan terapi untuk  mengatasi masalah yang muncul dalam interaksi PPKS     dengan   lingkungan   sosialnya   baik   keluarga, kelompok, komunitas, maupun masyarakat.
(4)    Terapi psikososial sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (3) dilakukan dengan cara melakukan berbagai terapi untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan aspek kognisi, psikis, dan sosial, serta dukungan alat bantu.
(5)    Terapi  mental  spiritual  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 45  ayat (1) huruf d  merupakan terapi yang menggunakan  nilai-nilai  moral,  spiritual,   dan   agama Untuk menyelaraskan pikiran, tubuh, dan jiwa dalam upaya mengatasi kecemasan dan depresi.
 (6)    Terapi mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (5)  dilakukan dengan cara meditasi, terapi seni, ibadah keagamaan, dan/atau terapi yang menekankan  harmoni dengan alam, serta dukungan alat bantu.


Pasal 50

(1)  Pelatihan       vokasional       dan/atau        pembinaan kewirausahaan  sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 45 ayat    (1)     huruf     e     merupakan   usaha    pemberian keterampilan kepada PPKS   agar mampu hidup mandiri dan/atau produktif.

















(2)  Pelatihan       vokasional       dan/atau        pembinaan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan  dengan cara  pengembangan dan  penyaluran minat,  bakat,  potensi, dan  menciptakan  aktivitas yang produktif, akses modal usaha  ekonomi, bantuan kemandirian, bantuan  sarana  dan prasarana  produksi, serta mengembangkan jejaring pemasaran.


Pasal 51

(1)    Bantuan  sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat  (1)   huruf   f   merupakan  bantuan   berupa  uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
(2)    Asistensi  sosial sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 45 ayat  (1)   huruf   f   merupakan  bantuan   berupa  uang, barang, jasa pelayanan, dan/atau jaminan sosial kepada seseorang,  keluarga,  kelompok atau  masyarakat  yang berpendapatan rendah sampai dengan berpendapatan tinggi.


Pasal 52

(1)    Dukungan  Aksesibilitas   sebagaimana  dimaksud  dalam

Pasal  45    ayat  (1)   huruf   g   merupakan  upaya untuk

membantu PPKS  memperoleh akses yang setara terhadap peralatan,  pelayanan publik, serta lingkungan fisik  dan nonfisik.
(2)    Dukungan  Aksesibilitas   sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) dilakukan dengan cara melaksanakan sosialisasi, fasilitasi,  dan  advokasi sosial  kepada  pemangku kepentingan  serta  penyediaan  sarana  dan  prasarana yang memenuhi standar aksesibilitas.















Pasal 53

(1)    Mekanisme pelaksanaan ATENSI  terdiri atas tahapan:

a.    fasilitasi akses;

b.    pendekatan awal dan kesepakatan bersama;

c.    asesmen komprehensif dan berkelanjutan;

d.    perencanaan layanan sosial;

e.     implementasi;

f.     monitoring  dan evaluasi;  dan g.    pascalayanan dan terminasi.
(2)    Dalam setiap  tahapan  ATENSI   sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) harus melalui supervisi pekerjaan sosial.
(3)  Supervisi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) dilaksanakan   oleh  Pekerja  Sosial  yang  memiliki kompetensi supervisi pekerjaan sosial.


Pasal 54

Fasilitasi akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53  ayat

(1) huruf a dapat berasal dari:

a.    rujukan;

b.    laporan pengaduan; dan/atau c.    penjangkauan kasus.


Pasal 55

Pendekatan  awal  dan  kesepakatan   bersama  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53  ayat (1) huruf b meliputi:
a.    asesmen awal;

b.    respon kasus; dan/atau c.    kesepakatan awal.











                                   




















Pasal 56

Asesmen     komprehensif     dan   berkelanjutan   sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53  ayat (1) huruf c meliputi:
a.    medis; b.    legal; c.      fisik;
d.    psikososial;

e.     mental;

f.      spiritual;

g.    minat dan bakat;

h.    penelusuran keluarga; dan/atau

i.     aspek   lainnya   yang  dibutuhkan   untuk   penanganan masalah.


Pasal 57

Perencanaan  layanan  sosial  sebagaimana  dimaksud  dalam

Pasal 53  ayat (1) huruf d dilakukan dengan:

a.    pemetaan sistem sumber;

b.    penyusunan rencana layanan sosial; dan c.    penetapan bersama.



Pasal 58

Implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53  ayat (1) huruf   e   dilakukan  dengan  berbasis  keluarga,  komunitas, dan/atau residensial.


Pasal 59

(1) Monitoring sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 53  ayat (1) huruf f merupakan proses untuk memantau perkembangan aktivitas penyelenggaraan ATENSI.















(2)    Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53  ayat (1) huruf      f      merupakan     aktivitas     penilaian     secara keseluruhan   pelaksanaan  ATENSI    yang   telah dilaksanakan baik meliputi proses maupun indikator ketercapaian layanan program.
 (3)    Monitoring dan  evaluasi  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan indikator kinerja   yang   meliputi   masukan,    proses,   keluaran, manfaat, dan dampak.


Pasal 60

(1)    Pascalayanan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  53 ayat  (1)   huruf   g   merupakan  layanan  lanjutan  yang diberikan kepada  PPKS   setelah PPKS   selesai mendapat layanan ATENSI.
(2)    Layanan  lanjutan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan PPKS dalam   memanfaatkan    sumber    daya   yang   ada    di lingkungan sosialnya dan/atau mendukung lembaga rujukan  agar  lebih sesuai  dengan  kebutuhan  mantan PPKS.
(3)    Pascalayanan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)

diberikan berdasarkan hasil asesmen Pekerja Sosial.

(4)    Terminasi sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 53   ayat (1) huruf g merupakan proses pengakhiran rangkaian program  ATENSI    dimana  terjadi  pemutusan   layanan antara penyedia layanan dan PPKS.


Pasal 61

(1)    Jangka      waktu     pelaksanaan      ATENSI        diberikan berdasarkan  hasil asesmen yang dilakukan oleh Pekerja Sosial.














(2)    Selain    berdasarkan     hasil     asesmen     sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),   jangka  waktu  pelaksanaan ATENSI  dapat diberikan berdasarkan hasil:
a.    konferensi    kasus   bekerja  sama   dengan   tenaga profesional lainnya; dan/atau
b.    konferensi keluarga yang melibatkan keluarga.


Bagian Kelima
                         
Pendamping Rehabilitasi Sosial


Pasal 62

(1)    ATENSI     dilaksanakan    oleh   Pendamping   Rehabilitasi

Sosial.

(2)    Pendamping  Rehabilitasi  Sosial sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pekerja Sosial.
(3)    Pekerja  Sosial  sebagaimana   dimaksud   pada   ayat  (2)

dalam melaksanakan tugasnya bekerja sama dengan:

a.    tenaga kesejahteraan sosial;

b.    dokter;

c.     terapis;

d.    instruktur;

e.    perawat; f.      psikolog; g.     psikiater;
h.    relawan sosial;

i.     penyuluh sosial; dan/atau j.     tenaga profesional lainnya.
(4)    Pendamping  Rehabilitasi  Sosial sebagaimana  dimaksud pada   ayat   (1)    disediakan   oleh   pemerintah    pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan masyarakat.
























Bagian Keenam Pendataan

Pasal 63

(1)    Sumber data penerima layanan ATENSI  berasal dari data terpadu kesejahteraan sosial.

(2) Dalam  hal  penerima  layanan   ATENSI    tidak  terdapat dalam  data  terpadu  kesejahteraan  sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  layanan tetap dapat diberikan dengan   ketentuan   penerima  layanan   ATENSI    harus segera dilaporkan ke  dinas sosial daerah provinsi, dinas sosial daerah kabupaten/kota,  atau Kementerian  Sosial untuk  diusulkan masuk ke  dalam data terpadu kesejahteraan sosial.


Bagian Ketujuh
Tanggung Jawab
                                                                 Pasal 64



Bupati memiliki tanggung jawab:

a.    melaksanakan  norma,  standar,  prosedur,  dan  kriteria terkait dengan pelaksanaan ATENSI  di  daerah;
b.    mengalokasikan   anggaran   pembiayaan   dan   belanja daerah  kabupaten/kota  untuk penyelenggaraan pelaksanaan ATENSI  di daerah;
c.  melakukan  pemantauan   dan  evaluasi  terhadap penyelenggaraan pelaksanaan ATENSI  di  daerah;
d.    membuat laporan penyelenggaraan pelaksanaan  ATENSI

di   daerah  
e.    membangun   sistem   rujukan    antar perangkat   daerah terkait.

 






Bagian Kedelapan

   Pembinaan dan Pengawasan


Pasal 65


(1)  Pemantauan     dilaksanakan     untuk      menjamin kesinambungan dan efektivitas  langkah secara  terpadu dalam pelaksanaan ATENSI.
(2)    Pemantauan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1) dilakukan  secara  berkala baik langsung maupun  tidak langsung melalui kunjungan dan observasi terhadap pelaksanaan ATENSI.


Pasal 66

(1)  Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 bertujuan  untuk  mengetahui  kesesuaian  antara pelaksanaan  dengan ATENSI   dan sebagai bahan  untuk melakukan evaluasi.
(2)    Pemantauan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1) dilakukan   secara   berjenjang   mulai   dari   pemerintah pusat,   pemerintah   daerah   provinsi,  dan   pemerintah daerah kabupaten/kota.


Bagian Kesembilan

Evaluasi


Pasal 67

(1)    Evaluasi pelaksanaan ATENSI  dilakukan oleh Bupati
(2)    Hasil    evaluasi    pelaksanaan     ATENSI      sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan:
a.    penyempurnaan ATENSI;

b.    perencanaan program dan anggaran;

c.    peningkatan mutu layanan Rehabilitasi Sosial; dan

d.    pelaporan akuntabilitas kinerja dan keuangan.






















Bagian Kesepuluh
Pasal 68

Bupati   wajib  membuat   laporan tertulis   secara   berjenjang  mengenai  pelaksanaan   ATENSI sesuai dengan kewenangannya.


Bagian Kesebelas                                          


Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA

Pasal 69

Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan

NAPZA bertujuan agar:

a.  mampu melaksanakan keberfungsian sosialnya yang meliputi kemampuan dalam melaksanakan peran, memenuhi kebutuhan, memecahkan masalah, dan aktualisasi diri; dan
b.  terciptanya  lingkungan  sosial  yang  mendukung keberhasilan   Rehabilitasi   Sosial   bagi   Pecandu   dan Korban Penyalahgunaan NAPZA.


Pasal 70

(1) Rehabilitasi  Sosial  bagi  Pecandu  dan  Korban Penyalahgunaan  NAPZA  menggunakan  pendekatan profesi pekerjaan sosial.
(2) Pendekatan  profesi  pekerjaan  sosial  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pertolongan profesional kepada Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA yang ditujukan pada perubahan perilaku untuk mewujudkan keberfungsian sosial.













Pasal 71

Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan

NAPZA dilaksanakan dalam bentuk:

a.    motivasi dan diagnosis psikososial;

b.    perawatan dan pengasuhan;

c.    pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;

d.    bimbingan mental spiritual;

e.    bimbingan fisik;

f.     bimbingan sosial dan konseling psikososial;

g.    pelayanan aksesibilitas;

h.    bantuan dan asistensi sosial;

i.     bimbingan resosialisasi;

j.     bimbingan lanjut; dan/atau k.    rujukan.


Pasal 72

Motivasi dan diagnosis psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a merupakan upaya yang diarahkan untuk  memahami  permasalahan  psikososial dengan tujuan memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan keberfungsian sosial.


Pasal 73

Perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal   71   huruf   b   merupakan   upaya   untuk   menjaga, melindungi, dan mengasuh agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya.


































Pasal 74

Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71  huruf c merupakan usaha pemberian keterampilan kepada Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA agar mampu hidup mandiri dan/atau produktif.


Pasal 75

Bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku berdasarkan ajaran agama.


Pasal 76

Bimbingan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf e merupakan kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA.


Pasal 77

Bimbingan sosial dan konseling psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf f merupakan semua bentuk pelayanan  bantuan  psikologis  yang  ditujukan  untuk mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial.




















Pasal 78

Pelayanan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf g merupakan penyediaan kemudahan bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA guna mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan dalam segala aspek kehidupan.


Pasal 79

Bantuan dan asistensi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf h merupakan upaya yang dilakukan berupa pemberian bantuan kepada Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial agar dapat hidup secara wajar.


Pasal 80

Bimbingan resosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf i merupakan kegiatan untuk mempersiapkan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA agar dapat diterima kembali ke dalam keluarga dan masyarakat.


Pasal 81

Bimbingan  lanjut  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  71 huruf   j   merupakan   kegiatan   pemantapan   kemandirian Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA setelah memperoleh pelayanan Rehabilitasi Sosial.



































Pasal 82

Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf k merupakan pengalihan layanan kepada pihak lain agar Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA memperoleh pelayanan lanjutan atau sesuai dengan kebutuhan.



Pasal 83

Rehabilitasi Sosial  bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan

NAPZA dilaksanakan dengan tahapan:

a.    pendekatan awal;

b.    pengungkapan dan pemahaman masalah atau asesmen;

c.    penyusunan rencana pemecahan masalah;

d.    pemecahan masalah atau intervensi;

e.    resosialisasi;

f.     terminasi; dan

g.    pembinaan lanjut.



Pasal 84

Pendekatan  awal  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  83 huruf a meliputi:
a.    sosialisasi dan konsultasi;

b.    identifikasi;

c.    motivasi;

d.    seleksi dan penetapan; dan e.    penerimaan.

































Pasal 85

Sosialisasi  dan  konsultasi  sebagaimana  dimaksud  dalam

Pasal 84 huruf a merupakan upaya:

a.    menjalin   kerja   sama   dalam   bentuk   penyampaian informasi mengenai keberadaan Lembaga Rehabilitasi Sosial      bagi   Pecandu   dan   Korban   Penyalahgunaan NAPZA; dan
b.  memperoleh  dukungan  data  dan  sumber  yang mendukung pelayanan Rehabilitasi Sosial dengan melaksanakan penjangkauan, penyuluhan, dan promosi.


Pasal 86

Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b merupakan proses mengumpulkan informasi terkait   dengan isu permasalahan dan kebutuhan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA sebagai calon penerima pelayanan dengan  melaksanakan  penyaringan  atau  screening, wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.


Pasal 87

Motivasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf c merupakan upaya   menumbuhkan kesadaran dan minat Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA sebagai calon penerima  pelayanan  serta  dukungan  keluarga  untuk mengikuti Rehabilitasi Sosial.





































Pasal 88

Seleksi   dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

84 huruf d merupakan upaya penentuan dan penetapan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA   sebagai calon penerima pelayanan Rehabilitasi Sosial dengan melaksanakan penilaian  kesesuaian  kebutuhan  berdasarkan  persyaratan yang  ditetapkan  Lembaga  Rehabilitasi  Sosial  bagi  Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA.


Pasal 89

Penerimaan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf e merupakan kegiatan registrasi dan penempatan dengan menandatangani  kontrak  Rehabilitasi  Sosial  yang dilaksanakan antara Lembaga Rehabilitasi Sosial    bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA dengan keluarga/wali/penjamin  Pecandu  dan Korban Penyalahgunaan NAPZA.


Pasal 90

(1)   Pengungkapan dan pemahaman masalah atau asesmen sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 huruf b merupakan kegiatan mengumpulkan, menganalisis, dan merumuskan masalah, kebutuhan, potensi, dan sumber yang meliputi aspek fisik, psikis, sosial, spiritual, dan budaya yang dapat dimanfaatkan dalam pelayanan Rehabilitasi Sosial.
(2)   Pengungkapan dan pemahaman masalah atau asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
a. terungkapnya keterkaitan berbagai aspek yang menyebabkan seseorang menjadi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA;














b.  dipahaminya masalah, kebutuhan, potensi, dan sumber Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA; dan
c. dipahaminya kesiapan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA dalam melakukan perubahan perilaku, risiko, dan kesempatan melakukan Rehabilitasi Sosial.
(3)   Pengungkapan dan pemahaman masalah atau asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.    awal; dan b.    lanjutan.
(4)   Pengungkapan dan pemahaman masalah atau asesmen awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
a.    data  diri  Pecandu  dan  Korban  Penyalahgunaan

NAPZA;

b.    kondisi  biologis,  psikologis,  sosial,  dan  spiritual;

dan/atau

c.   permasalahan yang dialami Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA pada saat datang ke Lembaga   Rehabilitasi   Sosial   bagi   Pecandu   dan Korban Penyalahgunaan NAPZA.

(5)   Pengungkapan dan pemahaman masalah atau asesmen lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:


















a.    potensi dan sumber daya yang dimiliki Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA berkaitan dengan permasalahan yang dialami;
b.    riwayat penggunaan NAPZA;

c.    riwayat  rehabilitasi;

d.    riwayat medis;

e.    pemenuhan  kebutuhan dasar pada saat ini;

f.     struktur  dan  sejarah keluarga; dan/atau

g.    kondisi masyarakat dan relasi dengan masyarakat tempat tinggal       Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA.
(6)   Pengungkapan dan pemahaman masalah atau asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menggunakan formulir.
(7)   Formulir pengungkapan dan pemahaman masalah atau asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.


Pasal 91

(1)   Penyusunan rencana pemecahan masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c merupakan kegiatan penetapan rencana pelayanan bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA.
(2)   Penyusunan rencana pemecahan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pengungkapan dan pemahaman masalah awal dan lanjutan yang dilakukan melalui kegiatan temu bahas kasus.













(3)   Penyusunan rencana pemecahan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.     tujuan; b.     sasaran; c.     kegiatan;
d.    pendekatan;

e.     strategi;

f.     teknik;

g.     petugas;

h.    waktu pelaksanaan; dan i.     indikator keberhasilan.


Pasal 92

(1) Pemecahan  masalah  atau  intervensi  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf d merupakan pelaksanaan rencana pemecahan masalah Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA.
(2) Pemecahan  masalah  atau  intervensi  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.    bimbingan fisik dan kesehatan;

b.    bimbingan sosial;

c.    bimbingan psikologis;

d.    bimbingan mental spiritual;

e.    bimbingan vokasional;

f.     pelayanan aksesibilitas;

g.    penguatan keluarga; dan/atau h.    rujukan.
























Pasal 93

Resosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf e merupakan kegiatan menyiapkan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA penerima pelayanan untuk diterima kembali di lingkungan keluarga dan lingkungan sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat.


Pasal 94

(1)   Terminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf f merupakan kegiatan pengakhiran Rehabilitasi Sosial kepada Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA penerima pelayanan.
(2)   Pengakhiran Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
a.    penerima  pelayanan  telah  menyelesaikan  program

Rehabilitasi Sosial;

b.    penerima pelayanan mengajukan permintaan untuk tidak meneruskan Rehabilitasi Sosial;
c.    penerima pelayanan meninggal dunia;

d.    terdapat keterbatasan lembaga dalam memberikan pelayanan karena tidak sesuai dengan kebutuhan penerima layanan; dan
e.    penerima pelayanan dirujuk.
































Pasal 95

(1)   Pembinaan lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf g merupakan kegiatan yang diberikan kepada Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA sebagai penerima pelayanan yang telah selesai mengikuti Rehabilitasi Sosial, baik di dalam maupun di luar lembaga.
(2)   Pembinaan lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA penerima pelayanan mampu:
a.    melaksanakan fungsi sosial;

b.    menjaga pemulihan;

c. mengembangkan potensi diri untuk mencapai kemandirian ekonomi; dan
d.   menciptakan lingkungan keluarga dan lingkungan sosial secara kondusif.
(3)   Pembinaan lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi pemberian:

a.    penguatan potensi diri dan pemeliharaan pemulihan;

b.    informasi dan konsultasi;

c.    bimbingan kerja;

d.    akses layanan pendidikan;

e.    usaha ekonomi produktif;
f.     pendampingan  perseorangan  dan/atau  kelompok;

dan

g.    penguatan  keluarga  dan  lingkungan  masyarakat sekitar.




























Pasal 96

(1)   Rehabilitasi Sosial dilaksanakan dengan metode individu dan keluarga, kelompok, serta pengorganisasian dan pengembangan masyarakat.
(2) Metode individu dan keluarga, kelompok, serta pengorganisasian dan pengembangan masyarakat sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.



Pasal 97

Pecandu  dan  Korban  Penyalahgunaan  NAPZA  yang  berada di lembaga Rehabilitasi Sosial dapat berasal dari:
a.    datang dengan inisiatif sendiri;

b.    diantar oleh orang tua/wali/keluarga;

c.    rujukan antarlembaga;

d.    putusan pengadilan;

e.    hasil penjangkauan; atau f.     titipan penegak hukum.


Pasal 98

Pecandu  dan  Korban  Penyalahgunaan  NAPZA  yang  datang dengan inisiatif sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal
97 huruf a harus melengkapi:

a.    kartu identitas; dan/atau

b.    surat keterangan ketua rukun tetangga/rukun warga.






















Pasal 99

Pecandu  dan  Korban  Penyalahgunaan  NAPZA  diantar  oleh orang tua/wali/keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal
97 huruf b harus melengkapi:

a.    kartu identitas;

b.    kartu keluarga dan/atau surat keterangan ketua rukun tetangga/rukun warga; dan
c. surat   pernyataan   persetujuan   dari   orang tua/wali/keluarga dengan bermaterai cukup.


Pasal 100

(1)  Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA rujukan antarlembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf c dapat berasal dari:
a.     lembaga Pemerintah dan dinas/instansi pemerintah provinsi atau kabupaten/kota;
b.    lembaga pendidikan;

c.     lembaga keagamaan;

d.    badan narkotika nasional/badan narkotika nasional provinsi/badan narkotika nasional kabupaten/kota;
e.     IPWL lain;

f.     Lembaga Kesejahteraan Sosial;

g.     organisasi masyarakat;

h.    instansi penegak hukum; atau

i.     pusat kesehatan masyarakat/rumah sakit.

(2) Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA rujukan antarlembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membawa:
a.     identitas   diri   dan/atau   surat   keterangan   dari lembaga perujuk; dan
b.    resume atau catatan kasus.

















Pasal 101

Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA yang telah mendapatkan putusan pengadilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf d dilakukan dengan melengkapi:
a.    salinan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
b.    berita  acara  serah  terima  antara  lembaga  Rehabilitasi

Sosial dan instansi perujuk.



Pasal 102

Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA hasil penjangkauan   sebagaimana   dimaksud   dalam  Pasal      97 huruf e dapat berasal dari laporan masyarakat dan/atau hasil pemetaan Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA.


Pasal 103

Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA titipan penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf f dilakukan dengan melengkapi:
a.   surat penetapan dari ketua pengadilan sesuai dengan tingkat dan tahapan proses hukumnya;
b.    berita acara pelaksanaan penetapan;

c.    berita acara serah terima antara Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban penyalahgunaan NAPZA dan instansi penitip;
d.    resume/kronologis kasus; dan























e.    surat pernyataan bersama antara Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban penyalahgunaan NAPZA dan instansi penitip mengenai:
1)   keamanan dan pengawasan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA yang ditempatkan di Lembaga   Rehabilitasi   Sosial   bagi   Pecandu   dan Korban penyalahgunaan NAPZA; dan
2)  kewajiban mengantar dan menjemput Pecandu dan/atau Korban Penyalahgunaan NAPZA sesuai dengan kebutuhan proses peradilan menjadi tanggung jawab instansi penitip.


Pasal 104

Layanan   Rehabilitasi   Sosial   bagi   Pecandu   dan   Korban

Penyalahgunaan NAPZA dilaksanakan:

a.    dalam lembaga; dan b.    luar lembaga.


Pasal 105

Layanan dalam lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal

104 huruf a meliputi pemberian layanan Rehabilitasi Sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar.


Pasal 106

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam

Pasal  105 sebagai berikut:

a.    sandang;

b.    pangan;

c.    tempat tinggal; d.    kesehatan; dan e.    keamanan.


















Pasal 107

Sandang  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  106  huruf   a merupakan pemberian pakaian selama berada dalam lembaga.


Pasal 108

Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf b dilakukan dengan memberikan makan 3 (tiga) kali sehari yang memenuhi gizi seimbang.




Pasal 109

Tempat   tinggal   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   106 huruf c merupakan penyediaan tempat tinggal selama dalam lembaga.


Pasal 110

Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf d dilakukan dengan pemeriksaan dan pemeliharaan kesehatan secara berkala.


Pasal 111

Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf e dilakukan dengan menjamin keselamatan penerima pelayanan terhindar dari segala bentuk kekerasan selama proses Rehabilitasi Sosial.



















Pasal 112

Layanan luar lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf b merupakan layanan yang dilakukan di lingkungan keluarga, komunitas, dan masyarakat dengan didampingi oleh Pekerja Sosial/Konselor Adiksi/Tenaga Kesejahteraan Sosial adiksi yang mendapat tugas dari Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA.


Pasal 113

Layanan luar lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 terdiri atas:
a.    penjangkauan dan pendampingan;

b.    konseling;

c.    tes urin;

d.    rujukan; dan/atau

e.    keterampilan vokasional/kewirausahaan.



Pasal 114

(1) Penjangkauan   dan   pendampingan   sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf a merupakan kegiatan mengidentifikasi, memfasilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA untuk membuka akses layanan sosial dan lainnya sesuai kebutuhan, serta menggali potensi dalam meningkatkan keberfungsian sosial dan kualitas hidup dalam rangka Rehabilitasi Sosial.
(2) Sasaran program penjangkauan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.    Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA;

b.    keluarga; dan/atau

c.   masyarakat yang membutuhkan pelayanan tetapi belum terjangkau oleh program Rehabilitasi Sosial baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat.












Pasal 115

Konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf b merupakan suatu proses komunikasi dan konsultasi untuk membangun kepercayaan, meningkatkan motivasi untuk mengikuti Rehabilitasi Sosial, dan pemeliharaan pemulihan.


Pasal 116

Tes urin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf c merupakan tes yang dilakukan secara periodik untuk mengetahui jenis zat yang disalahgunakan dan mengetahui positif atau tidaknya penyalahgunaan NAPZA selama proses Rehabilitasi Sosial.

Pasal 117

Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf d merupakan upaya untuk menghubungkan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA ke akses layanan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 118

Keterampilan vokasional/kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf e merupakan pemberian keterampilan untuk dapat mengurus diri sendiri dilakukan dengan kegiatan yang menghasilkan produk barang/jasa.

Pasal 119

(1) Jangka waktu pelaksanaan pemberian pelayanan Rehabilitasi  Sosial  ditentukan  berdasarkan  hasil asesmen.















(2) Jangka waktu pelaksanaan pemberian pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan  NAPZA  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan.
(3) Jangka waktu pelaksanaan pemberian pelayanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA.





Pasal 120

(1)   Rehabilitasi  Sosial  khusus  bagi  Pecandu  dan  Korban

Penyalahgunaan NAPZA, ditujukan kepada:

a.    perempuan; dan b.    anak.
(2)  Rehabilitasi Sosial khusus bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan  NAPZA  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) merupakan tindakan perlakuan yang mempertimbangkan kebutuhan spesifik perempuan dan anak.



Pasal 121

(1) Rehabilitasi  Sosial  bagi  Pecandu  dan  Korban Penyalahgunaan NAPZA khusus perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf a bertujuan:
















a.   meningkatkan pemberdayaan diri perempuan dan mengenali kemampuan diri;
b.    memberikan pendidikan tentang keterampilan dalam pengasuhan bagi perempuan yang telah memiliki anak atau sedang hamil; dan
c.     membangun rasa tanggung jawab sebagai pendidik bagi anak.
(2) Rehabilitasi  Sosial  bagi  Pecandu  dan  Korban Penyalahgunaan NAPZA khusus perempuan dapat diberikan terhadap:
a.     perempuan yang sedang hamil;

b.    perempuan yang sedang menyusui; dan

c.     perempuan yang masih memiliki anak di bawah 5 (lima) tahun.
(3) Rehabilitasi  Sosial  bagi  Pecandu  dan  Korban Penyalahgunaan NAPZA khusus perempuan yang sedang hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara mengupayakan untuk melindungi kesehatan diri dan bayi dalam kandungan.
(4) Rehabilitasi  Sosial  bagi  Pecandu  dan  Korban Penyalahgunaan NAPZA khusus perempuan yang sedang menyusui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara mengupayakan untuk melindungi kesehatan diri dan bayi.
(5) Rehabilitasi  Sosial  bagi  Pecandu  dan  Korban Penyalahgunaan NAPZA khusus perempuan yang masih memiliki anak di bawah 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara mengupayakan  untuk  melindungi  kesehatan  diri  dan tidak menelantarkan anak.

























Pasal 122

(1) Rehabilitasi  Sosial  bagi  Pecandu  dan  Korban Penyalahgunaan NAPZA khusus anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf b dengan ketentuan:
a.     usia di bawah 18 (delapan belas) tahun; dan/atau

b.    memiliki orang tua/wali/keluarga yang bertanggung jawab.
(2) Rehabilitasi  Sosial  bagi  Pecandu  dan  Korban Penyalahgunaan NAPZA khusus anak harus mengikutsertakan keluarga dan memperhatikan pemenuhan hak anak.
(3)  Layanan Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA khusus anak merespon kebutuhan sesuai dengan usia perkembangan anak.
(4)   Ketentuan lebih lanjut mengenai Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA khusus anak diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial.



Pasal 123

Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan

NAPZA bertujuan agar:

a.  mampu melaksanakan keberfungsian sosialnya yang meliputi kemampuan dalam melaksanakan peran, memenuhi kebutuhan, memecahkan masalah, dan aktualisasi diri; dan
b.  terciptanya  lingkungan  sosial  yang  mendukung keberhasilan   Rehabilitasi   Sosial   bagi   Pecandu   dan Korban Penyalahgunaan NAPZA.




















Pasal 124

(1) Rehabilitasi  Sosial  bagi  Pecandu  dan  Korban Penyalahgunaan  NAPZA  menggunakan  pendekatan profesi pekerjaan sosial.
(2) Pendekatan  profesi  pekerjaan  sosial  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pertolongan profesional kepada Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA yang ditujukan pada perubahan perilaku untuk mewujudkan keberfungsian sosial.


Pasal 125

Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan

NAPZA dilaksanakan dalam bentuk:

a.    motivasi dan diagnosis psikososial;

b.    perawatan dan pengasuhan;

c.    pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;

d.    bimbingan mental spiritual;

e.    bimbingan fisik;

f.     bimbingan sosial dan konseling psikososial;

g.    pelayanan aksesibilitas;

h.    bantuan dan asistensi sosial;

i.     bimbingan resosialisasi;

j.     bimbingan lanjut; dan/atau k.    rujukan.






























Pasal 126

Motivasi dan diagnosis psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf a merupakan upaya yang diarahkan untuk  memahami  permasalahan  psikososial dengan tujuan memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan keberfungsian sosial.


Pasal 127

Perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal   125   huruf   b   merupakan   upaya   untuk   menjaga, melindungi, dan mengasuh agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya.


Pasal 128

Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125  huruf c merupakan usaha pemberian keterampilan kepada Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA agar mampu hidup mandiri dan/atau produktif.


Pasal 129

Bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf d merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku berdasarkan ajaran agama.






































Pasal 130

Bimbingan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf e merupakan kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA.

Pasal 131

Bimbingan sosial dan konseling psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf f merupakan semua bentuk pelayanan  bantuan  psikologis  yang  ditujukan  untuk mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial.


Pasal 132

Pelayanan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf g merupakan penyediaan kemudahan bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA guna mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan dalam segala aspek kehidupan.


Pasal 133

Bantuan dan asistensi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf h merupakan upaya yang dilakukan berupa pemberian bantuan kepada Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial agar dapat hidup secara wajar.




























Pasal 134

Bimbingan resosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf i merupakan kegiatan untuk mempersiapkan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA agar dapat diterima kembali ke dalam keluarga dan masyarakat.


Pasal 135

Bimbingan  lanjut  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  125 huruf   j   merupakan   kegiatan   pemantapan   kemandirian Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA setelah memperoleh pelayanan Rehabilitasi Sosial.

Pasal 136

Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf k merupakan pengalihan layanan kepada pihak lain agar Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA memperoleh pelayanan lanjutan atau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 137

Rehabilitasi Sosial  bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan

NAPZA dilaksanakan dengan tahapan:

a.    pendekatan awal;

b.    pengungkapan dan pemahaman masalah atau asesmen;

c.    penyusunan rencana pemecahan masalah;

d.    pemecahan masalah atau intervensi;

e.    resosialisasi;

f.     terminasi; dan

g.    pembinaan lanjut.

























Pasal 138

Pendekatan  awal  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  137 huruf a meliputi:
a.    sosialisasi dan konsultasi;

b.    identifikasi;

c.    motivasi;

d.    seleksi dan penetapan; dan e.    penerimaan.


Pasal 139

Sosialisasi  dan  konsultasi  sebagaimana  dimaksud  dalam

Pasal 138 huruf a merupakan upaya:

a.    menjalin   kerja   sama   dalam   bentuk   penyampaian informasi mengenai keberadaan Lembaga Rehabilitasi Sosial      bagi   Pecandu   dan   Korban   Penyalahgunaan NAPZA; dan
b.  memperoleh  dukungan  data  dan  sumber  yang mendukung pelayanan Rehabilitasi Sosial dengan melaksanakan penjangkauan, penyuluhan, dan promosi.


Pasal 140

Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 huruf b merupakan proses mengumpulkan informasi terkait   dengan isu permasalahan dan kebutuhan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA sebagai calon penerima pelayanan dengan  melaksanakan  penyaringan  atau  screening, wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.
























Pasal 141

Motivasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 huruf c merupakan upaya   menumbuhkan kesadaran dan minat Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA sebagai calon penerima  pelayanan  serta  dukungan  keluarga  untuk mengikuti Rehabilitasi Sosial.


Pasal 142

Seleksi   dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

138 huruf d merupakan upaya penentuan dan penetapan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA   sebagai calon penerima pelayanan Rehabilitasi Sosial dengan melaksanakan penilaian  kesesuaian  kebutuhan  berdasarkan  persyaratan yang  ditetapkan  Lembaga  Rehabilitasi  Sosial  bagi  Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA.


Pasal 143

Penerimaan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 huruf e merupakan kegiatan registrasi dan penempatan dengan menandatangani  kontrak  Rehabilitasi  Sosial  yang dilaksanakan antara Lembaga Rehabilitasi Sosial    bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA dengan keluarga/wali/penjamin  Pecandu  dan Korban Penyalahgunaan NAPZA.





























Pasal 144

(1)   Pengungkapan dan pemahaman masalah atau asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf b merupakan kegiatan mengumpulkan, menganalisis, dan merumuskan masalah, kebutuhan, potensi, dan sumber yang meliputi aspek fisik, psikis, sosial, spiritual, dan budaya yang dapat dimanfaatkan dalam pelayanan Rehabilitasi Sosial.
(2)   Pengungkapan dan pemahaman masalah atau asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
a.  terungkapnya keterkaitan berbagai aspek yang menyebabkan seseorang menjadi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA;
b.  dipahaminya masalah, kebutuhan, potensi, dan sumber Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA; dan
c. dipahaminya kesiapan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA dalam melakukan perubahan perilaku, risiko, dan kesempatan melakukan Rehabilitasi Sosial.
(3)   Pengungkapan dan pemahaman masalah atau asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.    awal; dan b.    lanjutan.
(4)   Pengungkapan dan pemahaman masalah atau asesmen awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
a.    data  diri  Pecandu  dan  Korban  Penyalahgunaan

NAPZA;

b.    kondisi  biologis,  psikologis,  sosial,  dan  spiritual;

dan/atau

c.   permasalahan yang dialami Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA pada saat datang ke Lembaga   Rehabilitasi   Sosial   bagi   Pecandu   dan Korban Penyalahgunaan NAPZA.


















(5)   Pengungkapan dan pemahaman masalah atau asesmen lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
a.    potensi dan sumber daya yang dimiliki Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA berkaitan dengan permasalahan yang dialami;
b.    riwayat penggunaan NAPZA;

c.    riwayat  rehabilitasi;

d.    riwayat medis;

e.    pemenuhan  kebutuhan dasar pada saat ini;

f.     struktur  dan  sejarah keluarga; dan/atau

g.    kondisi masyarakat dan relasi dengan masyarakat tempat tinggal       Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA.
(6)   Pengungkapan dan pemahaman masalah atau asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menggunakan formulir.
(7)   Formulir pengungkapan dan pemahaman masalah atau asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.


Pasal 145

(1)   Penyusunan rencana pemecahan masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf c merupakan kegiatan penetapan rencana pelayanan bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA.
(2)   Penyusunan rencana pemecahan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pengungkapan dan pemahaman masalah awal dan lanjutan yang dilakukan melalui kegiatan temu bahas kasus.












(3)   Penyusunan rencana pemecahan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.     tujuan; b.     sasaran; c.     kegiatan;
d.    pendekatan;

e.     strategi;

f.     teknik;

g.     petugas;

h.    waktu pelaksanaan; dan i.     indikator keberhasilan.


Pasal 146

(1) Pemecahan  masalah  atau  intervensi  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf d merupakan pelaksanaan rencana pemecahan masalah Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA.
(2) Pemecahan  masalah  atau  intervensi  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.    bimbingan fisik dan kesehatan;

b.    bimbingan sosial;

c.    bimbingan psikologis;

d.    bimbingan mental spiritual;

e.    bimbingan vokasional;

f.     pelayanan aksesibilitas;

g.    penguatan keluarga; dan/atau h.    rujukan.
























Pasal 147

Resosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf e merupakan kegiatan menyiapkan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA penerima pelayanan untuk diterima kembali di lingkungan keluarga dan lingkungan sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat.


Pasal 148

(1)   Terminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf f merupakan kegiatan pengakhiran Rehabilitasi Sosial kepada Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA penerima pelayanan.
(2)   Pengakhiran Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
a.    penerima  pelayanan  telah  menyelesaikan  program

Rehabilitasi Sosial;

b.    penerima pelayanan mengajukan permintaan untuk tidak meneruskan Rehabilitasi Sosial;
c.    penerima pelayanan meninggal dunia;

d.    terdapat keterbatasan lembaga dalam memberikan pelayanan karena tidak sesuai dengan kebutuhan penerima layanan; dan
e.    penerima pelayanan dirujuk.



Pasal 149

(1)   Pembinaan lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf g merupakan kegiatan yang diberikan kepada Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA sebagai penerima pelayanan yang telah selesai mengikuti Rehabilitasi Sosial, baik di dalam maupun di luar lembaga.














(2)   Pembinaan lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA penerima pelayanan mampu:
a.    melaksanakan fungsi sosial;

b.    menjaga pemulihan;

c. mengembangkan potensi diri untuk mencapai kemandirian ekonomi; dan
d.   menciptakan lingkungan keluarga dan lingkungan sosial secara kondusif.
(3)   Pembinaan lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi pemberian:

a.    penguatan potensi diri dan pemeliharaan pemulihan;

b.    informasi dan konsultasi;

c.    bimbingan kerja;

d.    akses layanan pendidikan;

e.    usaha ekonomi produktif;

f.     pendampingan  perseorangan  dan/atau  kelompok;

dan

g.    penguatan  keluarga  dan  lingkungan  masyarakat sekitar.


Pasal 150

(1)   Rehabilitasi Sosial dilaksanakan dengan metode individu dan keluarga, kelompok, serta pengorganisasian dan pengembangan masyarakat.
(2) Metode individu dan keluarga, kelompok, serta pengorganisasian dan pengembangan masyarakat sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.













Pasal 151

Pecandu  dan  Korban  Penyalahgunaan  NAPZA  yang  berada di lembaga Rehabilitasi Sosial dapat berasal dari:
a.    datang dengan inisiatif sendiri;

b.    diantar oleh orang tua/wali/keluarga;

c.    rujukan antar lembaga;

d.    putusan pengadilan;

e.    hasil penjangkauan; atau f.     titipan penegak hukum.


Pasal 152

Pecandu  dan  Korban  Penyalahgunaan  NAPZA  yang  datang dengan inisiatif sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal
151 huruf a harus melengkapi:

a.    kartu identitas; dan/atau

b.    surat keterangan ketua rukun tetangga/rukun warga.




Pasal 153

Pecandu  dan  Korban  Penyalahgunaan  NAPZA  diantar  oleh orang tua/wali/keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal
151 huruf b harus melengkapi:

a.    kartu identitas;

b.    kartu keluarga dan/atau surat keterangan ketua rukun tetangga/rukun warga; dan
c. surat   pernyataan   persetujuan   dari   orang tua/wali/keluarga dengan bermaterai cukup.


























Pasal 154

(1)  Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA rujukan antarlembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf c dapat berasal dari:
a.     lembaga Pemerintah dan dinas/instansi pemerintah provinsi atau kabupaten/kota;
b.    lembaga pendidikan;

c.     lembaga keagamaan;

d.    badan narkotika nasional/badan narkotika nasional provinsi/badan narkotika nasional kabupaten/kota;
e.     IPWL lain;

f.     Lembaga Kesejahteraan Sosial;

g.     organisasi masyarakat;

h.    instansi penegak hukum; atau

i.     pusat kesehatan masyarakat/rumah sakit.

(2) Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA rujukan antarlembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membawa:
a.     identitas   diri   dan/atau   surat   keterangan   dari lembaga perujuk; dan
b.    resume atau catatan kasus.




Pasal 155

Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA yang telah mendapatkan putusan pengadilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf d dilakukan dengan melengkapi:















a.    salinan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
b.    berita  acara  serah  terima  antara  lembaga  Rehabilitasi

Sosial dan instansi perujuk.



Pasal 156

Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA hasil penjangkauan   sebagaimana   dimaksud   dalam  Pasal      151 huruf e dapat berasal dari laporan masyarakat dan/atau hasil pemetaan Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA.


Pasal 157

Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA titipan penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf f dilakukan dengan melengkapi:
a.   surat penetapan dari ketua pengadilan sesuai dengan tingkat dan tahapan proses hukumnya;
b.    berita acara pelaksanaan penetapan;

c.    berita acara serah terima antara Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban penyalahgunaan NAPZA dan instansi penitip;
d.    resume/kronologis kasus; dan

e.    surat pernyataan bersama antara Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban penyalahgunaan NAPZA dan instansi penitip mengenai:
1)   keamanan dan pengawasan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA yang ditempatkan di Lembaga   Rehabilitasi   Sosial   bagi   Pecandu   dan Korban penyalahgunaan NAPZA; dan

















2)  kewajiban mengantar dan menjemput Pecandu dan/atau Korban Penyalahgunaan NAPZA sesuai dengan kebutuhan proses peradilan menjadi tanggung jawab instansi penitip.


Pasal 158

Layanan   Rehabilitasi   Sosial   bagi   Pecandu   dan   Korban

Penyalahgunaan NAPZA dilaksanakan:

a.    dalam lembaga; dan b.    luar lembaga.


Pasal 159

Layanan dalam lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal

158 huruf a meliputi pemberian layanan Rehabilitasi Sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar.


Pasal 160

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam

Pasal  105 sebagai berikut:

a.    sandang;

b.    pangan;

c.    tempat tinggal; d.    kesehatan; dan e.    keamanan.


Pasal 161

Sandang  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  160  huruf  a merupakan pemberian pakaian selama berada dalam lembaga.















Pasal 162

Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf b dilakukan dengan memberikan makan 3 (tiga) kali sehari yang memenuhi gizi seimbang.

Pasal 163

Tempat   tinggal   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   160 huruf c merupakan penyediaan tempat tinggal selama dalam lembaga.


Pasal 164

Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf d dilakukan dengan pemeriksaan dan pemeliharaan kesehatan secara berkala.


Pasal 165

Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf e dilakukan dengan menjamin keselamatan penerima pelayanan terhindar dari segala bentuk kekerasan selama proses Rehabilitasi Sosial.


Pasal 166

Layanan luar lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal  huruf b merupakan layanan yang dilakukan di lingkungan keluarga, komunitas, dan masyarakat dengan didampingi oleh Pekerja Sosial/Konselor Adiksi/Tenaga Kesejahteraan Sosial adiksi yang mendapat tugas dari Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA.
























Pasal 167

Layanan luar lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 terdiri atas:
a.    penjangkauan dan pendampingan;

b.    konseling;

c.    tes urin;

d.    rujukan; dan/atau

e.    keterampilan vokasional/kewirausahaan.




Pasal 168

(1) Penjangkauan   dan   pendampingan   sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf a merupakan kegiatan mengidentifikasi, memfasilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA untuk membuka akses layanan sosial dan lainnya sesuai kebutuhan, serta menggali potensi dalam meningkatkan keberfungsian sosial dan kualitas hidup dalam rangka Rehabilitasi Sosial.
(2) Sasaran program penjangkauan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.    Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA;

b.    keluarga; dan/atau

c.   masyarakat yang membutuhkan pelayanan tetapi belum terjangkau oleh program Rehabilitasi Sosial baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat.


Pasal 169

Konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf b merupakan suatu proses komunikasi dan konsultasi untuk membangun kepercayaan, meningkatkan motivasi untuk mengikuti Rehabilitasi Sosial, dan pemeliharaan pemulihan.
















Pasal 170

Tes urin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf c merupakan tes yang dilakukan secara periodik untuk mengetahui jenis zat yang disalahgunakan dan mengetahui positif atau tidaknya penyalahgunaan NAPZA selama proses Rehabilitasi Sosial.

Pasal 171

Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf d merupakan upaya untuk menghubungkan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA ke akses layanan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 172

Keterampilan vokasional/kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf e merupakan pemberian keterampilan untuk dapat mengurus diri sendiri dilakukan dengan kegiatan yang menghasilkan produk barang/jasa.

Pasal 173

(1) Jangka waktu pelaksanaan pemberian pelayanan Rehabilitasi  Sosial  ditentukan  berdasarkan  hasil asesmen.
(2) Jangka waktu pelaksanaan pemberian pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan  NAPZA  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan.
(3) Jangka waktu pelaksanaan pemberian pelayanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA.




























Pasal 174

(1)   Rehabilitasi  Sosial  khusus  bagi  Pecandu  dan  Korban

Penyalahgunaan NAPZA, ditujukan kepada:

a.    perempuan; dan b.    anak.
(2)  Rehabilitasi Sosial khusus bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan  NAPZA  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) merupakan tindakan perlakuan yang mempertimbangkan kebutuhan spesifik perempuan dan anak.

Pasal 175

(1) Rehabilitasi  Sosial  bagi  Pecandu  dan  Korban Penyalahgunaan NAPZA khusus perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1) huruf a bertujuan:
a.   meningkatkan pemberdayaan diri perempuan dan mengenali kemampuan diri;
b.    memberikan pendidikan tentang keterampilan dalam pengasuhan bagi perempuan yang telah memiliki anak atau sedang hamil; dan
c.     membangun rasa tanggung jawab sebagai pendidik bagi anak.
(2) Rehabilitasi  Sosial  bagi  Pecandu  dan  Korban Penyalahgunaan NAPZA khusus perempuan dapat diberikan terhadap:
a.     perempuan yang sedang hamil;

b.    perempuan yang sedang menyusui; dan

c.     perempuan yang masih memiliki anak di bawah 5 (lima) tahun.
















(3) Rehabilitasi  Sosial  bagi  Pecandu  dan  Korban Penyalahgunaan NAPZA khusus perempuan yang sedang hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara mengupayakan untuk melindungi kesehatan diri dan bayi dalam kandungan.
(4) Rehabilitasi  Sosial  bagi  Pecandu  dan  Korban Penyalahgunaan NAPZA khusus perempuan yang sedang menyusui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara mengupayakan untuk melindungi kesehatan diri dan bayi.
(5) Rehabilitasi  Sosial  bagi  Pecandu  dan  Korban Penyalahgunaan NAPZA khusus perempuan yang masih memiliki anak di bawah 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara mengupayakan  untuk  melindungi  kesehatan  diri  dan tidak menelantarkan anak.








Pasal 176

(1) Rehabilitasi  Sosial  bagi  Pecandu  dan  Korban Penyalahgunaan NAPZA khusus anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1) huruf b dengan ketentuan:
a. usia di bawah 18 (delapan belas) tahun; dan/atau

b.  memiliki orang tua/wali/keluarga yang bertanggung jawab.
(2) Rehabilitasi  Sosial  bagi  Pecandu  dan  Korban Penyalahgunaan NAPZA khusus anak harus mengikutsertakan keluarga dan memperhatikan pemenuhan hak anak.
(3)  Layanan Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA khusus anak merespon kebutuhan sesuai dengan usia perkembangan anak.
(4)   Ketentuan lebih lanjut mengenai Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan NAPZA khusus anak diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial.



BAB III 
PENYELENGGARAAN PELAYANAN DASAR
               PEMBERDAYAAN  SOSIAL 


Bagian Kesatu
Pemberdayaan Sosial

Pasal 177

Pemberdayaan Sosial di Daerah meliputi:
a. memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah Kesejahteraan Sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan
b.  meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.











Pasal 178
Pemberdayaan Sosial di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 dilaksanakan melalui:
a.  usaha pengumpulan dan penggunaan  sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat; dan
b.  pemberdayaan PSKS.

Pasal 179
(1)   Usaha pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal
dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 huruf a berupa pemberian izin pengumpulan sumbangan lintas Kabupaten/Kota.
(2)   Izin pengumpulan sumbangan lintas Kabupaten/Kota sebagaimana pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan masyarakat.
(3) Izin pengumpulan sumbangan lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan perizinan.


Pasal 180
(1)   Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1) digunakan untuk kepentingan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah.
(2)   Penggunaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara efektif, efisien, tertib, transparan, dan akuntabel meliputi pengeluaran/penyaluran, pengawasan, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi.

Pasal 181
(1)  Pemberdayaan PSKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 huruf b dilakukan melalui Usaha Kesejahteraan Sosial.
(2)   Usaha  Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni semua upaya, program dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara dan mengembangkan Kesejahteraan Sosial.

(3)   PSKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.  pekerja sosial profesional b.  pekerja sosial masyarakat; c.  taruna siaga bencana;
d.  lembaga kesejahteraan sosial;
e.  karang taruna;
f.   lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;
g.  keluarga pioner;
h.  wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat;
i.   wanita pemimpin kesejahteraan sosial;
j.   penyuluh sosial;
k.  tenaga kesejahteraan sosial kecamatan; dan l.   dunia usaha.
   

Pasal 182


Pemberdayaan Sosial dimaksudkan untuk:

a.   memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah Kesejahteraan Sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.
b. meningkatkan  peran  serta  lembaga  dan/atau perseorangan   sebagai   potensi   dan   sumber   daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.


Pasal 183

Pemberdayaan   Sosial   sebagaimana   dimaksud   dalam
Pasal 182 dilakukan melalui:

a.   peningkatan kemauan dan kemampuan;

b.  penggalian potensi dan sumber daya;

c. penggalian nilai-nilai dasar; 
d. pemberian akses; dan/atau 
e.   pemberian bantuan usaha.





























Pasal 184

Pemberdayaan   Sosial   sebagaimana   dimaksud   dalam
Pasal 182 huruf a dilakukan dalam bentuk:

a.   diagnosis dan pemberian motivasi;
b.   pelatihan keterampilan;
c.   pendampingan;
d.   pemberian  stimulan  modal,  peralatan  usaha  dan tempat usaha;
e.   peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
f.    supervisi dan advokasi sosial;
g.   penguatan keserasian sosial;
h.  penataan lingkungan; dan/atau 
i.    bimbingan lanjut.


Pasal 185

Pemberdayaan   Sosial   sebagaimana   dimaksud   dalam
Pasal 182 huruf b dilakukan dalam bentuk:

a.  diagnosis dan pemberian motivasi;
b.  penguatan kelembagaan masyarakat;
c.   kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau 
d.  pemberian stimulan.






                                 Pasal 186
(1) Pemberdayaan   Sosial   terhadap   seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf a ditujukan kepada seseorang sebagai individu yang miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi.

(2) Pemberdayaan   Sosial   terhadap   seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seseorang yang memiliki kriteria:


















a.  berpenghasilan   tidak   mencukupi   kebutuhan dasar minimal;
b.  keterbatasan terhadap keterampilan kerja;

c.  keterbatasan  akses  terhadap  pelayanan  sosial dasar; dan/atau
d.  keterbatasan akses terhadap pasar kerja, modal, dan usaha.


Pasal 187

(1)  Pemberdayaan    Sosial    terhadap    keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 huruf a ditujukan kepada keluarga yang miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi.

(2)  Pemberdayaan    Sosial    terhadap    keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga yang memiliki kriteria:
a.   berpenghasilan   tidak   mencukupi   kebutuhan dasar minimal;
b.  keterbatasan  akses  terhadap  pelayanan  sosial dasar; dan/atau
c.   mengalami masalah sosial psikologis.







Pasal 188
(1) Pemberdayaan   Sosial   terhadap   kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 huruf a ditujukan kepada   kumpulan orang baik yang terbentuk secara sukarela maupun yang sengaja dibentuk dengan tujuan tertentu, miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi.

(2) Pemberdayaan   Sosial   terhadap   kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada kelompok yang memiliki kriteria:














a.   mempunyai potensi, kemauan dan kemampuan untuk mengembangkan usaha bersama;
b.   mempunyai jenis usaha dan tinggal di wilayah yang sama; dan/atau
c.   mempunyai keterbatasan akses terhadap pasar, modal, dan usaha.


Pasal 189

(1) Pemberdayaan Sosial terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 huruf a ditujukan kepada komunitas adat terpencil yang terdiri   dari   sekumpulan   orang   dalam   jumlah tertentu yang:
a.  terikat    oleh    kesatuan    geografis,    ekonomi, dan/atau sosial budaya; dan
b.  miskin,    terpencil,    dan/atau    rentan    sosial ekonomi.

(2) Pemberdayaan Sosial terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masyarakat yang memiliki kriteria:
a.  keterbatasan akses pelayanan sosial dasar;

b.  tertutup,     homogen,     dan     penghidupannya tergantung kepada sumber daya alam;
c.  marjinal di pedesaan dan perkotaan; dan/atau

d.  tinggal  di  wilayah  perbatasan  antar  negara, daerah pesisir, pulau-pulau terluar, dan terpencil.

(3)    Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pemberdayaan sosial terhadap komunitas adat terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.





























Pasal 190

(1)  Pemberdayaan    Sosial    terhadap    lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 huruf b ditujukan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial.

(2)  Pemberdayaan    Sosial    terhadap    lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada lembaga yang memiliki kriteria:

a.   mempunyai potensi, kemauan dan kemampuan untuk menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial; dan
b.  mempunyai kepedulian dan komitmen sebagai mitra pemerintah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.


Pasal 191

(1) Pemberdayaan Sosial terhadap perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 huruf b ditujukan kepada seseorang yang mempunyai kompetensi,  kemauan,  dan/atau  kemampuan untuk berperan dalam Pemberdayaan Sosial.

(2) Pemberdayaan Sosial terhadap perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perseorangan yang memiliki kriteria:
a.   mempunyai kepedulian terhadap Pemberdayaan
Sosial; dan
b. mempunyai komitmen sebagai relawan mitra pemerintah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.


Pasal 192


(1) Pelaksanaan  Pemberdayaan  Sosial  untuk perseorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah Kesejahteraan Sosial agar mampu  memenuhi  kebutuhannya  secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 huruf a dilakukan melalui tahapan kegiatan:
a.   persiapan pemberdayaan;

b.   pelaksanaan pemberdayaan;

c.   rujukan; dan d.   terminasi.
(2)    Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.


Pasal 193


(1)    Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial untuk lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 huruf b dilakukan melalui tahapan kegiatan:
a.   persiapan pemberdayaan;

b.   pelaksanaan pemberdayaan; dan c.   pendayagunaan berkelanjutan.
(2)    Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.
















Pasal 194
KOORDINASI DAN KERJA SAMA
(1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama dengan Pemerintah Daerah lain untuk melakukan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
(2) Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
(3) Kerja    sama    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.


Pasal 195

Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194
                  Ayat (1) dapat berupa:

	a.
	pemulangan dan pembinaan lanjut;
	

	b.
	penyuluhan sosial;
	

	c.
	pelayanan kesehatan;
	

	d.
	penyediaan kesempatan kerja;
	

	e.
	pendidikan dan latihan;
	

	f.
	penelitian   dan   pengembangan   ilmu teknologi;
	pengetahuan
	dan

	g.
	pendanaan; dan
	
	

	h.
	pengadaan sarana dan prasarana.









	
	




Pasal 196

(1) Pemerintah  Daerah  dapat  bekerja  sama  dalam  bentuk kemitraan  dengan  dunia  usaha,  perguruan  tinggi, Organisasi Sosial dan/atau lembaga lain dalam rangka Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
a.  penyediaan dana Kesejahteraan Sosial;
b.  pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
c.  penelitian dan pengembangan;
d. peningkatan kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial Profesional, Relawan Sosial, Penyuluh Sosial, pelaku Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial;
e.  prasarana dan sarana; dan

f.   kegiatan lain sesuai kesepakatan.














Pasal 197
PERAN SERTA MASYARAKAT
(1) Masyarakat  dapat  berperan  serta  dalam  Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilakukan oleh:

a.  perseorangan;

b.  keluarga;

c.  organisasi keagamaan;

d.  Organisasi Sosial kemasyarakatan;

e.  lembaga swadaya masayarakat;

f.   organisasi profesi;
g.  badan usaha;

h.  Lembaga Kesejahteraan Sosial; dan

i.   Lembaga Kesejahteraan Sosial asing.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan,  tenaga,  dana,  barang,  jasa  dan/atau  fasilitas untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.


Pasal 198

(1) Pemerintah       Daerah       mengkoordinasikan       kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang didanai dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.


BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 199

(1) Bupati       melakukan       pembinaan       Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial di Daerah.









(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
a.  penetapan pedoman dan standar;
b.  pemberian   penyuluhan,   bimbingan,   supervisi,   dan konsultasi;
c.  penelitian, pemantauan, dan evaluasi; dan d.  koordinasi.

Pasal 200

(1) Penetapan  pedoman  dan  standar  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 199 ayat (2) huruf a, mencakup perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, pendanaan, kualitas, pengendalian, dan pengawasan.
(2) Penetapan  pedoman  dan  standar  sebagaimana  dimaksud pada   ayat   (1),   disusun   oleh   Dinas   sesuai   ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 201
(1) Pemberian     penyuluhan,     bimbingan,     supervisi,     dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (2) huruf b, mencakup perencanaan, pelaksanaan, tatalaksana, pendanaan, kualitas, pengendalian dan pengawasan.
(2) Penyuluhan  dan/atau  bimbingan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada masyarakat, Organisasi Sosial, dan badan usaha.

	(3)
	Pemberian
	penyuluhan,
	bimbingan,     supervisi,
	dan

	
	konsultasi
	sebagaimana
	dimaksud    pada    ayat
	(1),


dilaksanakan oleh Dinas.


Pasal 202

(1) Penelitian,     pemantauan     dan     evaluasi     sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (2) huruf c, dilakukan dalam rangka  evaluasi  dampak  sosial pembangunan, pengembangan kebijakan dan pencapaian tujuan usaha Kesejahteraan Sosial.
(2) Penelitian, pemantauan, dan evaluasi dilaksanakan secara berkala  oleh Dinas  berdasarkan  kebutuhan sesuai  fungsi dan wewenangnya.

Pasal 203

(1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (2) huruf d, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
(2) Koordinasi    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1), dilaksanakan pada lingkup kabupaten, kecamatan, dan kelurahan/desa.
(3) Koordinasi    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)
dilaksanakan oleh Dinas.




Bagian Kedua
Pengawasan


Pasal 204

(1) Pemerintah     Daerah     melakukan     pengawasan     atas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.


Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 205

(1) Dinas    berkewajiban    melaporkan    hasil    pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang diatur dalam Peraturan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala paling lama 6 (enam) bulan sekali.


BAB VI
 KETENTUAN PENUTUP

Pasal 206

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.


Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal ……….. 2023
BUPATI SUMEDANG
 ttd
…………………………


Diundangkan di Sumedang
pada tanggal …………….2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG, 
ttd
……………………….
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